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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JANUARI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga FPeradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

o)

i

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/FB/FP.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/1V/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap .

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;



w

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

SRS

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
surat elektronik (e-mail);

d. faksimile;

e. telepon;

f.  meja Pengaduan;

&. surat;dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun

2019dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Januari 2019.

No | Bulan i Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 o

1 Januari Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Januari 2019

No | Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
1 2 3
NIHTIL
F. Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur bulan
Januari 2019 ini dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana
akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi
peningkatan kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat
dijadikan landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat
melayani serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di
luar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan

kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

;8\ Januari 2019

or Pengawasan,

ABP_ HAKIM \M.HI
P719610831.198703.100361
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : FEBRUARI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah  pelanggaran serta mempercepat pemberantasan  korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagal masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nontor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Feraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Fengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/FB/MA/1X/2012, Nomor : 02/FB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman FPerilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Fengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga FPeradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;



Kode Etik dan Kode Perilaku Fegawai ASN;

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

o1 S B o

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;

c. surat elektronik (e-marly;,

d. faksimile;

e. telepon;

. meja Pengaduan;

2. surat; dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Februari 2019.

No | Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
, Dilaporkan
1 | 2 3 4 5
1 Februari Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Februari 2019

No | Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
B 2 3
NIHTI L
F. Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)
dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan Februari 2019
ini dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga FPeradilan meningkat.

703.10036l
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MARET 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang FPedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

A

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/1V/2009

tentang kode etik dan Pedoman Ferilaku Hakim,

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Feradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;



N

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;

Disiplin Pegawal Negeri Sipil;

Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

CARCIE

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

IS

layanan pesan singkat/SMS;

¢. surat elektronik (e-rmaib);
d. faksimile;
e. telepon;

f.  meja Pengaduan;

. surat;dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Maret 2019.

No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor | Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5

1 Maret Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2019

No Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL
F. Penutup

dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan Maret 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timurserta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar

Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)

masyarakat terhadap Lembaga Feradilan meningkat.

Drs. ABBTHAKIM; M.HI
NI

9610831.198703.100361
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : APRIL 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung RI atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahul dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Feradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga FPeradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
FPengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan FPeradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil,

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan ~ Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/FB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman FPerilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim,

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
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Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui

a.

IS

& 0

Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

layanan pesan singkat/SMS;

surat elektronik (e-maif,

faksimile;

telepon;

meja Pengaduan,;

surat; dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing

System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan April 2019.

No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5
1 April Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan April 2019

No Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
11 2 3
I NIHI L
F. Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)
dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan April 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tengeara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

i1 2019

ngawasan,

. 19610831.198703.10036l
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : MEI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan FPeradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomior 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedomian

Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

o)}

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Fanitera dan jurusita;
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Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.
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Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
c. surat elektronik (e-maib;
d. faksimile;

e. telepon;
f. meja Pengaduan;

. surat; dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Mei 2019.

No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5

I Mel Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Mei 2019

No Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
1 2 3
i NIHTIL
F. Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)
dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan Mei 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang Mei 2019

Pengawasan,

ABD. HAKIM, M.
NIF. 19610831.198703.10036!
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JUNI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Feradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Fengawasan Mahkamah Agung Rl.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

w

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/FB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Feradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
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Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

engaduan dimaksud disampaikan melalui :

- Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

layanan pesan singkat/SMS;
surat elektronik (e-maib;
faksimile;

telepon;

meja Pengaduan;

surat; dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing

System (WBS) pada Fengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Juni 2019.

No | Bulan | Nama Pelapor | Nama Terlapor | Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5

1 Juni Nihil Nihil Nithil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Juni 2019

No Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
1 2 3
NIHI L
F. Penutup

dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan Juni 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada FPengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar

Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Koordigjqior Fengawasan,

. ABD/HIAKIM,

9610831.1

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)

HI
98703.100361
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JULI 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Fenanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Feradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Feradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepolisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Feradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/FB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Feradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakin;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;



3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;

4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Hukum Acara;

6. Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
surat elektronik (e-maib;

d. faksimile;

e. telepon;

. meja Pengaduan;

surat; dan/atau

e

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Juli 2019,

No | Bulan I Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5

1 Juli Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Juli 2019

No Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
1 2 3
NIHIL
|
|
F. Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)
dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan Juli 2019 ini
dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 31 Juli 2019

r Pengawasan,

NIF. 19610831.128703.10036]
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : AGUSTUS 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
mengintormasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut  dan  sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Fengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Fengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

W

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/FB/MA/IX/2012, Nomor : 02/FB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Fengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat,

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

mdikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;



Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

SRS

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;

¢. surat elekironik (e-maib);

d. faksimile;

e. telepon;

. meja Pengaduan;

. surat;dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Agustus 2019.

No Bulan Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan
dan/atau
| Tindakan yang
. Dilaporkan
1| Z 3 4 5

1 Agustus Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Agustus 2019

No | Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
1] 2 8
J NIHI L
F. Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)
dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan Agustus 2019
mi dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesual amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Feradilan meningkat.

Kupang/31 Wgustus 2019

Pengawasan,

D. HAKIMYM.HI
. 19610831.198703.100361
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : SEPTEMBER 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagal upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Fengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WRBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang FPedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Di Bawahnya

w

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/{V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;



3. Kode Etik dan Kode Ferilaku Fegawai ASN;

4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Hukum Acara;

6. Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Negara.
Fengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;

¢. surat elektronik (e-mail);

d. faksimile;

e. telepon;

t. meja Pengaduan;

2. surat;dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan September 2019.

| No | Bulan | Nama Pelapor | Nama Terlapor | Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5

1 September Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan

Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama

Nusa Tenggara Timur bulan September 2019

No Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
1 2 3
NIHI L
F. Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)
dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
2019 ini dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagal sarana
akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi
peningkatan kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat
dijadikan landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat
melayani serta merespon Fengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di

luar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga FPeradilan tetap terjaga dan

kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

bulan September
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : OKTOBER 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
mengintormasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Ri

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Fengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotistme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara
Timur sebagal salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Azama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan D1 Bawahnya

1

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan  Komisi  Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/FPB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Ferilaku Hakim.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada FPengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Fanitera dan Jurusita;
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Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

o w

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;
¢. surat elektronik (e-maril);
d. taksimile;

telepon;

f.  meja Pengaduan;

Q. surat; dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Fengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Oktober 2019.

No | Bulan | Nama Pelapor | Nama Terlapor | Jenis Keputusan
dan/atau
Tindakan yang
‘ Dilaporkan
3 4 5

1 | 2 1

T | Okiober | Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Oktober 2019

No | Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
T | 2 3
NIHTI L
F. Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)
dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan Oktober 2019
ini dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas
sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan
kinerja pada FPengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timurserta dapat dijadikan
landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat melayani
serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 31 Oktober 2019

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH, SH.,MH.
NIP, 19600316.198903.1.001
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : NOPEMBER 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Feraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dari lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan Kkorupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Fenanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

i

Peraturan  Bersama Mahkamah Agung dan Komisi  Yudisial Nomor

02/FB/MA/IX/2012, Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/1V/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tuuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Feradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Fanitera dan Jurusita,
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Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

91 Ll s

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a. Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;

c. suratelektronik (e-mail);

d. faksimile;

e. telepon;

f. meja Pengaduan;

. surat; dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Nopember 2019.

[—No Bulan ' Nama Pelapor Nama Terlapor Jenis Keputusan |
dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan
1 2 3 4 5

1 Nopember | Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Nopember 2019

No | Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
| 2 3
NIHIL
Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing System (WRS)
dan Tindaklanjut pada Fengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara bulan Nopember
2019 ini dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana
akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi
peningkatan kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat
dyadikan landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat
melayani serta merespon Fengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di
luar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan

kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 30 Nopember 2019

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH, SH.,MH.

NIF. 19600316.198903.1.001
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DAN TINDAKLANJUT
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : DESEMBER 2019

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya yang didalamnya memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi
pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamag Agung Rl atau Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi whistle blower system
(WBS) dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan
mengintormasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan pada
Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur. Sistem ini diterapkan dalam rangka
mewujudkan aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa sebagimana Visi utama

dart lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
Peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur Badan Peradilan
yang melihat dan/mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan kepada Badan
Pengawasan. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk
mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagai masyarakat yang
melihat dan/mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Timur sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat secara baik dan maksimal dengan menyusun Laporan

Evaluasi dan Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing System (WBS) tahun 2019



dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur menjadi
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System
(WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Fengadilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

4. FPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fedoman

Penanganan Pengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

»

A

Feraturan  Bersama  Mahkamah Agung dan Komisi  Yudisial Nomor

02/PB/MA/1X/2012, Nomor : 02/PB/FP.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 047/SKB/MA/1V/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009

tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle
Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun
2019 adalah untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melayani serta
merespons Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar
Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga FPeradilan tetap terjaga dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Peradilan meningkat.

D. Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan yang mengandung insformasi atau

indikasi terjadinya pelanggaran terhadap :

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Fanitera dan Jurusita;
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Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Hukum Acara;

Administrasi dan pelayanan publik dan/atau Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Negara.

Pengaduan dimaksud disampaikan melalui :

a.

Aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Aplikasi dimaksud merupakan aplikasi pengelolaan Pengaduan yang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
terdapat pada situs Mahkamah Agung;

layanan pesan singkat/SMS;

surat elektronik (e-marl);

faksimile;

telepon;

nmeja Pengaduan;

surat; dan/atau

Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS) pada

Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing

System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

( No | Bulan | Nama Pelapor | Nama Terlapor Jenis Keputusan

Tabel 1. Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Bulan Desember 2019.

‘ dan/atau
Tindakan yang
Dilaporkan

‘ 2

W
N

5

Desember Nihil Nihil Nihil




Tabel 2. Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Desember 2019

No ! Kronologi dan Tindaklanjut Tanggal
1 2 3
NITHIL

Penutup

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan Wistle Blowing Systemm (WRBS)
dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tingegi Agama Nusa Tenggara bulan Desember
2019 ini dibuat dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana
akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi
peningkatan kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur,serta dapat
dijadikan landasan dalam memberikan akses kepada masyarakat (publik) untuk dapat
melayani serta merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di
luar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga FPeradilan tetap terjaga dan

kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan meningkat.

Kupang, 31 Desember 2019

Koordinator Pengawasan,

rs. H. ABDULLAH, SH.,MH.
NIF. 19600316.198903.1.001
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LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WRBS)
FADA PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : JANUARI 2020

A. latar Belakang

Berdasarkan Feratiean Mahkamah Acung RENomor 9 Tahun 2016 tentansg
Fedoman Fenanganan Pengaduan (Wistle Blowing Svstem) di Mahkamah Agune dan
Badan Peradilan D1 Bawahnya yang didalamnva memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan vang memungkinkan basi aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnva untuk melaporkan adanva suatu perbuatan vang terindikasi
pelanggaran vang teradn d bngkungan Mahkamag Aqung R atau Badan Peradilan G
Bawahnva, Pengaduan vane disampatkan melalun aplikast wliastle Blower  svsion
(WBS) dan pengaduan yang disamparkan oleh masvarakat vang mengetabin Jdan
mengintormasikan dugaan tervjiadinva pelanggaran dan/atau tindak keahatan pada
Penadilan Tingr Axamia Nusa Tengara Tunur, Sistem ing diterapkan dalam ranekoa
mowajndkan aparatur Peradilan vane bersth dan berwibawa sebaimana Vst utama

dar lembaga Badan Penzaovas Mahkamah Azung Rl

@

Dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga Peradilan
tersebut dan sebagai upava pencegahan polang@aran  serta mempereepit
pemberantasan Korupsi. Kolust dan Nepotisme dan untuk meningkatkan pelavanan
Peradilan pada masyarakat pencart keadilan, maka setiap aparvatur Badan Peradilan
vang melthat dan/mengetahur adanva hal tersebut, wapib melaporkan kepada Badan
Pengawasan, Selam i, dalam rangka mendoroneg peran serta masvarakat untuk
mencegah pelanggaran  serta mempercepal pemberantasan karupsi. koluse dan
nepotisme dan untuk meningkatkan pelavanan peradilan, bagai masvarakar vang
melihat dan/mengetahun sebagamiana di ataso maka dapat melaporkan kepada Bada
Foneawasan Mabkamah Asting RL

Berkenaan dengan hal tersebul di atas, Pengadilan Tinggi Againa Nusa lenggdra
T sebagal salah saiu Badan Peradilan de Bawah Mahkamah Aguns menjaiankan
dmanah tersebut sebagar salah satu wujud tertib administrasi dan wujud optimalisasi
pelayvanan kepada masvarakal secara baik dan maksimal dengan menvusun Laporan

Tmdak Lanjut atas penerapan Wistle Blowime Svsterm (WBS) tahun 2020 dabam raneka



B.

moewttjudkan Pongadilan Tinggr Agama Nusa Tenggeara Timur menjadt Whlavah Bebas

Korupst (WBK) dan Wilavah Birokrast Bebas Mclayant QWBBA).

Dasar Hukum

Penvusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing Svstem (WBS)
pada Pengadilan Tingal Agama Nusa Tengara Timae Fahun 2020 mengacu padabebarapa
ketentuan sebagai berikut :

D.

I Undang-Undaneg Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
undang Nomor T4 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

25

3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama vang telah
dinbah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedoa
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 fentang Disiphin Pewanwal Newer

Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Acung RE Nomor 9 Tahun 2016 tentane Pedoman

-

Penanganan Fengadudan (Wistle Blowne Svsiem) dr MahRamah Axungg dan Bada
Peradilan [ Bawahnva

Peraturan  Bersama  Mahkamah  Agune dan Konuist o Yudisial Nomor

Q2/PR/MAIN/ZOT2, Nomor - 02/ PR/PRY/ZQ9/2012 temtang Penduan PenesakKan
RKode Btk dan Pedoman Porfaku Hakon joo Keputusan Bersama Ketua Mahakamah
Agung, dan Konust Yudisial Nomor @ 047/5KBZMAZIV/2000-02/8KB/P.RY/IV/ 2009

rentang kode etik dan Pedoman Perrfaku Hakim.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing
Svstenmt OWVBS) pada Pengadilan Tinggn Axama Nusa Tengara Timae Tahon 2000
adalah untuk memberikan akses kepada pubhk ontuk dapat melavan serta merespors
Pengaduan baik vang berasal dar masvarakat, mstanst lam diluar Peneadilan. aar
cira dan wibawa lembaga Peradilan terip teraga dan Kepercavaan masvarako

terhadap lembaga Peradilan menimsgkat.
} & ;

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi laporan vang mengandung msrormasi atau
mdikast terjadinva pelanggaran terhadap

. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakimg
2. Kode enk dan Pedoman Pertlaku Pantrerd dan furusitas



Fenutup

Demikian Laporan Hasil Tindaklaniut Atas Penerapan Wistle Blowing Svstem
OWBS) dan Tindaklanjut pada Pengadifan Tinggl Agama Nusa Tenggara: bulan Januan
2020 ini dibuat dengan harapan mampu memenuhi rungsinya sebagal sarand
akuntabilitas sesuar amanah vang telah diemban dan menjads savan umpan balik bag
peningkatan kinerja pada Pengadilan Tingar Agama Nusa Tenggara Timurserta dapat
dijadikan Lindasan dalam niemberikan akses kepada masvarakat (pubhik) antuk dapat
melayani serta merespon Pengaduan baik vang berasal davi masvarakat, instansi lin di
luar Pengadilan, agar ciira dan wibawa lembaga Peradilan tetap lerjaga dan

kepercavaan masvarakat terhadap Lembaga Peradilan menmgkat.

Kupang, 3T lanuart 2020

RoOndimator Peneawasan,
\% '

[

1. ABDULLATI, SH.MH.
TOGOOATHIISH0A .00



PENGADILAN TINGGE AGANMANUSA TENGGARA TIMUR

b PTRINTIS KENIERDT K VAN I AR U

LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
PADA PENGADILAN TINGGE AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR
BULAN : FEBRUARI 2020

A. latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor @ Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing Svstem) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradifan DI Bawahnya vang didalanmva memuat amanah untuk membangun
suatu sistem pelaporan/pengaduan vang memungkinkan bagl aparatur Peradilan atau
stakeholder lainnyva untuk melaporkan adanva suatu perbuatan vane ferindikas
pelanggaran vang teriadn di Imgkunzan Mahkamag Axune REataw Badan Peradifin o
Bawahnva. Pengaduan vang disampatkan melalur aplhikast whustle blower svstem
OWBS) dan pengaduan yvang disampaikan oleh masvarakat vang mengetahur dan
mengintormasikan dugaan terjadinva pelanggaran dan/atan tindak kejahatan pada
Persetdilan Ther Agama Nusa Teneeara Timur, Sistem n diterapkan dalaom vangha
mewtudkan aparaiure Peradilan vansg bersh dan berwibawa sebagmana Visi utana

dart lembaga Badan Pengawas Mahkamah Agung Ri

Dalam rangka mewunjudkan kewibawaan dan martabat fembaga Feradilan
rersebut Jdan o sebagar upava pencegaban pelanggaran o oserta mempercepal
pemberantasan Korupsic Kolust dan Nepotssme dan untuk menigkatkan pelavanan
Peradilan pada masyarakal pencart keadilan, maka setiap aparatur Badan Pevadilan
yang melihat dan/mengetahui adanva hal tersebur, wanb melaporkan kepada Badan
Pengawasan, Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masvarakat untuk
mencegah  pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupst koluse dan
nepotisie dan untuk menmigkatkan pelavanan peradifan, bagar masvarakat vang
melihat dan/menegetahun sebaarmana di atas. maka dapat melaporkan kepada Badan

NP

Pengawasan Mahkamah Axung

Berkenaan dengan hal tersebut di atas. Pengadilan Tingal Agama Nusa Tengard
Timur sebagai salah satu Badan Feradilan di Bawah Mahkamah Agung menjalankan
amanah tersebut sebagai salah satu wund wertib admnnstrast dan wuud optimalisas
pelavanan kepada masvarakat secara baik dan maksimal dengan menvusun Lapora

Tindak Lanjut atas penerapan Wistle Blowing Svstem (WBS) tahun 2020 dalam rangka



C.

mewujudkan Pengadilan Tinggl Agama Nusa Tenggara Timur menjadi Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing System (WBS)
pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 mengacu
padabeberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

A0 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Penzadilan Agama vang telah
Jinbah denean Undang-Undang nomor 3 tahan 2006 dan Perubahan Keduoa
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penanganan Fengadulan (Wistle Blowing System) di Mahkamah Agung dai Badan

Peradilan Di Bawahnya

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/2012, Nomor : 02/FPB/P.KY/09/2012 tentang Penduan Penegakkan
Kode Fok dan Pedoman Pevilaku Takim jo. Reputusan Bersama Reiua Mahakamah
Aguing duan Konust Yadisil Nomor @ 047/ SKB/MA/IV/2009-02/SKR/P.RY/IV/ 2000

tentang kode etik dan Pedoman Pertlaku Hakim,

Tujuan

Tujuan penvusunan Laporan Hastl Tindak Lanjut atas Pencrapan Wistle Blowine
System (WBS) pada Pengadilan Tingr Agama Nusa Tenggava Tunur Tahun 2020
adalaly untuk memberikan akses kepada publik untuk dapat melavani serta merespons
Pengaduan baik vang berasal dart masvarakat, mstanst L diluar Fengadilan. agay
citra dan wibawa lembaga Pervadilan tetap teriaga dan kepercavaan masvarakal
terhadap lembaga Peradilan menmgkat.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup pengaduan meliputi liporan vang mengandiing imstornisi alit
idikast terjadinya pelanggaran terhadap
1. Kode Enk dan Pedoman Perilaku Hakinm,
2. Kode ctik dan Pedoman Pertlaku Panitera dan Jurusita:



)

Kode Etik dan Kode Pertlaku Peganwar ASN
Dhsiplin Fegawat Newert Sipil,
Hukom Acara:

(2 =N

6. Admistrast dan pelavanan pubbik dansatau Pengelolaan Kevangan dan Barang
Milik Negara.

Penzaduan dimaksud disamparkaon meladun

A Aphkast SIWAS MARIE (Sistem Intormast Pengawasan Mabkamah Agung Republik
donesia, Aphkasi dinaksud mierupakan aphikast pengelobaan Fengaduan vang
disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia vang
terdapat pada situs Mahkamah Agung:

b, lavanan pesan singkat/SAMS:

coosurat clektrontk (e-mnh:

d.taksimle:

¢ telepon:

£ meja Pengaduan;

v

2. surats dan/atan

Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Pencrapan Wistle Blowing System (WBS) pada
Pengadilan Tinggzl Agama Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Berdasarkan Laporan Hasil Tindak Lanjut atas Penerapan Wistle Blowing Svstem
(WBS) pada Fengadilan Tinggl  Agamd  Nusa Tenggara  Thnur Tahun 2020
dilaksanakan setiap bulan sebagai berikut :

Tabel. Laporan Hasil Tindak Lanjut Atas Penerapan
Whistle Blowing System ada Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Timur bulan Februart 2020
No | ‘Kronologi dan Tindaklanjut i Tanggal

1 Z 3

NIHTI L




Penutup

Demikian Laporan Hasth Findaklanjut Atas Penerapan Wistie Blowimg, Svstem
(WBS) dan Tindaklanjut pada Pengadilan Tingar Agama Nusa Tenggara  bulan
Februart 2020 nu dibuat dengan harapan mampu memenuhn tungsinya sebagal sarata
akuntabilitas sesuai amanah vang telah diemban dan menjadi savan umpan balik bagi
peningRatan kinerja pada Pengadilan Tinger Agama Nuosa Tenggara Toourseria dapat
dijadikan landasan dalam memberikan akses kepada masvarakat (pubhk) untuk dapat
melavani serta merespon Pengaduan batk vang berasal dari masvarakat, instanst lain di
luar Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga Peradilan tetap terjaga dan

kepercavaan masvavakat terhadap Lembaga Peraditan meningkar.

~hypang. 28 Februart 2020
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